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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan hukum pidana, 
penegakan sanksi, serta hambatan-hambatan penegakan sanksi pidana dalam UU 
Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari 
wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kemudian dianalisis 
kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana dalam 
UU Nomor 24 tahun 2011 terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dimana 
penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan berupa hukuman 
penjara dan denda. Sejauh ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan 
dengan BPJS di Surakarta, apabila ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di 
wilayah Surakarta maka penegakan hukum pidana di dalam BPJS melalui  dua 
tahap, yaitu tahap pertama diberikan sanksi administratif kemudian tahap kedua 
diberikan sanksi pidana. Kepolisian Surakarta dalam menegakkan UU Nomor 24 
tahun 2011 terdapat kendala/hambatan, yaitu kendala yuridis dan kendala non 
yuridis. 
Kata kunci:Tindak Pidana Kejahatan, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana. 
 
ABSTRACT 
This study is proposed to describe criminal law policy, enforcement of sanctions, 
and abstacles to enforcement of criminal sanctions in law No 24 of 2011 about 
BPJS in the jurusdiction of district court of Surakarta. The method is used 
empirical juridical kind of deccriptive analysis research. The data source consists 
of primary data is result of interviews and secondary data is materials of primary 
legal, secondary, and tertiary. The method of collecting data is observation and 
interview. Based on analysis, show that criminal law policy in law No 24 of 2011 
contained in Article 54 and 55 abaout imposition of criminal sanctions to criminal 
acts such as imprisonment and fines. Until now, there are note case related  to 
BPJS in Surakarta. If here are case related to BPJS in Surakarta, there are two step 
ways imposition criminal law. The first step is given administrative sanctions and 
second step given criminal sanctions. Surakarta police is inforce law no 24 of 
2011 there are abstacles, namely juridical abstacle and non juridical abstacle. 





Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini 
dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor 
sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses 
perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.1 Dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan 
dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, 
sehingga dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha 
dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan 
meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan.
2
 BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya 
pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak 
bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. UU BPJS memberikan batasan 
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fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat 
diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat 
dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan 
sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang 
BPJS tersebut. 
Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS 
merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus 
(sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem 
pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam 
(konsisten dengan) aturan umum (general rules).
3
 Namun, dalam undang-undang 
khusus di luar KUHP tersebut dapat membua taturan khusus yang menyimpang 
atau berbeda dengan aturan yang diatur di dalam Buku 1 KUHP dan terdapat dua 
jenis sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang BPJS dimana sanksi 
pidana yang pertama adalaha ncaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak 
mendaftarkan pekerja mereka kedalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih 
kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana 
merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan 
sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana 
dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai lexspesialist atau aturan 
hukum khusus. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan 
hukum pidana  dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS?  
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(2) Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta? (3) Apa 
hambatan-hambatan penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 
tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan hukum 
pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS; (2) untuk 
mengetahui  penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 
2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta; (3) untuk 
mengetahui hambatan-hambatan penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Surakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan 
dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan 
ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana yang disandingkan 
dengan hukum administrasi negara, khususnya terkait kebijakan hukum pidana 
dalam Undang-Undang BPJS. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan 
dengan metode deduktif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam Undang-Undng Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang BPJS 
 
Hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS sedapat mungkin harus 
sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan 




Adapun pelanggaran peraturan BPJS  yang dilakukan oleh pelaksana BPJS 
dan pemberi kerja dibedakan dalam dua  jenis yaitu pelanggaran  administrasi 
yang diancam dengan sanksi administrasi dan tindak pidana (kejahatan) BPJS. 
A. Pelanggaran Administrasi 
Pelanggaran administrasi yang dimaksud disini bukan tindak pidana 
pelanggaran, akan tetapi pelanggaran hukum administrasi yang sanksinya juga 
sanksi administrasi. Ancaman yang dapat dikenakan terhadap pelaksana 
program BPJS yang melakukan pelanggaran kewajiban di dalam menjalankan 
program BPJS sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 huruf 
a,b,c,d,e, dan f, tentang BPJS yaitu bahwa anggota dewan pengawas dan 
anggota direksi dilarang:5 (a) Memiliki hubungan keluarga sampai derajat 
ketiga antar anggota dewan pengawas, antar anggota direksi, dan antara 
anggota dewan pengawas dan anggota direksi; (b) Memiliki bisnis yang 
mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;  
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(c) Melakukan perbuatan tercela; (d) Merangkap jabatan sebagai anggota partai 
politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga 
swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat 
struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha 
dan badan hukum lainnya; (e) Membuat atau mengambil keputusan yang 
mengandung unsur benturan kepentingan; (f) Mendirikan atau memiliki 
seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial;  
Dimana terhadap pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi 
administratif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 yang berbunyi: 
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif. 
 
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: (a) peringatan tertulis; (b) 
pemberhentian sementara; dan/atau (d) pemberhentian tetap. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
B. Tindak Pidana (Kejahatan) BPJS 
Jika pelanggaran administrasi telah diancam sanksi administrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 53, maka pelanggaran berat dilakukan 
kriminalisasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 dan 55. Untuk hal 
tersebut maka yang dapat dijatuhi sanksi administrasi yang berat adalah 
anggota dewan pengawas atau anggota direksi dan pemberi kerja dan pidana 
7 
 
penjara untuk masing-masing kejahatan yang dilakukan adalah pidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun ketentuan tersebut  ada di 
dalam Pasal 54 dan 55:
6
 
1. Pasal 54 
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar 
larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf 
h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak 




Dalam hal ini yang dimaksud dengan huruf g, huruf h, huruf i, 
huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m adalah apabila Anggota Dewan 
Pengawas atau anggota Direksi melakukan suatu perbuatan yang diatur di 
dalam Pasal 52, yaitu: (g) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau 
menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam 
laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi 
BPJS dan/atau dana jaminan sosial; (h) Menyalahgunakan dan/atau 
menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; (i) Melakukan 
subsidi silang antar program; (j) Menempatkan investasi aset BPJS 
dan/atau dana jaminan sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada 
Peraturan Pemerintah; (k) Menanamkan investasi kecuali surat berharga 
tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
kesejahteraan sosial; (l) Membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan 
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palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial; dan/atau (m) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS 
dan/atau Dana Jaminan Sosial.  
Untuk hal tersebut anggota dewan pengawas atau anggota direksi 
dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat di 
dalam Pasal 54, yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00. 
2. Pasal 55 
Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
. 
Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan ketentuan yang 
terdapat di dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 adalah:
8
 (1) Pemberi Kerja 
wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan 
menyetorkannya kepada BPJS; (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor 
Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.  
Untuk hal tersebut pemberi kerja  dapat dijatuhi sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 55. 
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Penegakan Sanksi Pidana Di Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang BPJS Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta 
 
Hingga saat ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan 
dengan BPJS di Surakarta hal tersebut mungkin bisa terjadi karena masyarakat 
masih belum paham tentang BPJS itu sendiri serta masih minimnya pengawasan 
dari aparat penegak hukum sendiri terhadap pengawasan pelaksanaan BPJS, akan 
tetapi walaupun demikian pihak-pihak terkait akan melakukan langkah-langkah 
apabila terjadi tindak pidana di dalam pelaksanaan BPJS dimana Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  ketenagakerjaan telah mengantongi  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45, dan 60 terkait penegakan hukum bagi  
perusahaan yang mengemplang iuran. Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana 
bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. Ketiga peraturan baru yang 
dimaksud, meliputi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP Nomor 45 
Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP Nomor 60 Tahun 
2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT).
9
 Sebelum ancaman 
mempidanakan dan menetapkan denda khususnya kepada setiap peserta jaminan 
ketenagakerjaan di Jateng dan DI Yogyakarta agar mematuhi tiga peraturan 
tersebut.10 
Dengan peraturan baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 
kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para 
pengusaha yang mengabaikan setoran iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya. 
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Upaya penegakan hukum ini, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap 
awal, BPJS ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis 
bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran ketenagakerjaan. Kalau tahapan itu 
sudah dilaksanakan, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS 
ketenagakerjaan akan melaporkan kepadap ihak yang memiliki otoritas 
pencabutan izin usaha. Pihak BPJS ketenagakerjaan bakal melakukan tindakan 
administratif kepada pengusaha yang membandel, salah satunya dengan meminta 




Hambatan-Hambatan Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Surakarta 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis uraikan sulitnya menegakkan 
yang dialami oleh penegak hukum dalam penegakan sanksi pidana BPJS yang 
dilakukan oleh perusahaan yang berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis 
uraikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap 
pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:
12
 (1) Faktor 
sosialisasi peraturan perundang-undangan, kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja tentang Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; (2) Faktor aparat penegak hukum, masih 
banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami dengan ketentuan dan 
aturan dalam pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang 
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tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS tersebut; (3) Faktor sarana dan prasarana 
,pengawas ketenagakerjaan belum memiliki perlengkapan dan fasilitas 
transportasi berupa kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas-tugas dan 
operasional kepengawasan sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan; (4) Faktor 
masyarakat dan budaya, kurangnya kesadaran masyarakat khususnya 
pekerja/buruh untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap norma kerja 
khususnya pelanggaran oleh pengusaha dalam hal kesengajaan tidak mengikutkan 
pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan kerja 
mereka kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. 
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa masalah tindak pidana BPJS 
sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang 
ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan 
hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan 
negara. Selain itu perbuatan tindak pidana tersebut sangatlah majemuk sebagai 
bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus 
operandi yang digunakan serta kelihaian pelaku menghilangkan jejak.13 
Kepolisian Surakarta di dalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari 
adanya hambatan baik itu yang datang  dari dalam ataupun dari luar mengingat 
tindak pidana BPJS  secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) 
bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis.terdiri dari:
14
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Kendala Yuridis, meliputi :
15
 (1) Masalah pembuktian di persidangan, 
tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali 
keterangannya yang telah diberikan sebelumnya dalam berita acara penyidikan, 
dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan dalam berita acara 
penyidikan tersebut berada di bawah tekanan; (2) Adanya ketentuan prosedur 
yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat 
negara yang tersangkut kasus tindak pidana BPJS baik sebagai saksi atau 
tersangka harus memerlukan ijin terlebih dahulu dari Presiden sehingga harus 
menunggu waktu beberapa bulan; (3) Adakalanya terdapat perbedaan persepsi 
antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim maupun dengan penasihat 
hukum dalam hal penerapan ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada 
terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; 
(4)  Dalam hal ini biasanya kasus adanya dugaan tindak pidana BPJS tersebut 
baru terungkap dan mencuat setelah terdakwa menjalani masa pensiun dari kerja, 
sedangkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana  tersebut sewaktu terdakwa 
masih aktif bekerja dalam memegang jabatan tertentu; (5) Diberlakukan asas 
oportunitas, dalam hal ini misalnya di keluarkan surat penghentian penyidikan 
dari Kejaksaan Agung.  
Kendala Non Yuridis, meliputi:
16
 (1) Indikasi/dugaan tindak pidana BPJS 
baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga 
menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti 
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yang sah menurut hukum. Bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan 
mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang 
diperoleh hanya foto copy, tidak dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, 
tulisannya sudah kabur; (2) Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang 
diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak 
dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai alasan; (3) Modus 
operandinya canggih dengan menggunakan media komputer atau internet; (4) 
Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik 
dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan 
dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, teror, dan lain-lain; (5) 
Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga Jaksa yang profesional di 
bidang spesialisasi tindak pidana korupsi; (6) Sarana dan prasarana kurang 
memadai.  
Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana BPJS sulit ditegakkan 
diwilayah Surakarta, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat 






Pertama, kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS 
terdapat Pasal 54 dan Pasal 55, dimana Pasal 54 mengatur tentang dewan 




Kedua, sejauh ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan 
dengan BPJS di Surakarta, apabila ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di 
wilayah Surakarta maka penegakan hukum pidana di dalam BPJS melalui  dua 
tahap dimana tahap awal, BPJS  Ketenagakerjaan secara berkala akan 
melayangkan  peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai  menyetorkan iuran 
ketenagakerjaan apabila tahap awal tidak dilaksanakan maka dilakukan 
penjatuhan sanksi administratif kemudian ketika setelah penjatuhan sanksi 
administratif tidak segera dilaksanakan maka dijatuhi sanksi pidana. 
Ketiga, kepolisian Surakarta di dalam menjalankan fungsinya tidak lepas 
dari adanya hambatan baik itu yang datang  dari dalam ataupun dari luar 
mengingat tindak pidana BPJS  secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 
2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ini 
menyangkut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dianggap tidak 
jelas dan kurang mendukung dalam upaya mempercepat proses pembuktian tindak 
pidana BPJS sehingga dalam proses mengalami berbagai hambatan. 
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